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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS, KERANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan dan untuk menampung dinamika
kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan dan sebagai upaya simplifikasi proses bisnis, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan
Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); Perpres Rl No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No.
131/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1034); Permenkeu Rl No. 136/PMK.01/2018 (BN Tahun
2018 No. 1388); Permenkeu Rl No. 180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1825); Permenkeu
Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan atas ketentuan mengenai Penyusunan SOP pada masing-masing unit organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan (Pasal 13), SOP di lingkungan Kementerian Keuangan (Pasal
14), hal-hal yang perlu dimuat dalam SOP (Pasal 18), penelaahan terhadap SOP (Pasal 21),
indikator aspek administratif (Pasal 27), laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP (Pasal 34), dan
Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional
di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lampiran Il1).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap usulan SOP yang telah disampaikan oleh
pimpinan unit organisasi Eselon | atau unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab secara
langsung kepada Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015
tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar
Operasional di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 September 2020.

- Lampiran halaman 11 - 52.



